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ABSTRACT

According to Law Number 23 of 2014, regional revenue sources consist of> Regional Own
Revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD), transfer revenue, and other legitimate regional revenue.
PAD consists of regional taxes, regional retributions, proceeds from the management of separated
regional assets, and other legitimate own regional revenues. Advertising Tax (Pajak Reklame) is one
of the types of regional taxes that significantly contributes to PAD. The Regional Revenue Agency
(Badan Pendapatan Daerah) has the authority to collect regional taxes, including the Advertising
Tax. The purpose of this review is to examine the implementation of the collection and billing of
Advertising Tax in Bogor City and to identify the obstacles in the process of billing and collecting
Advertising Tax in Bogor City. Based on the review results, the collection and billing of Advertising
Tax in Bogor City have been carried out according to the applicable regulations, namely Bogor City
Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Advertising Tax. The obstacles faced include
difficulties in locating taxpayers, taxpayer domicile and third parties not residing in Bogor City, and
the limited number of personnel on the advertising tax team. The Regional Revenue Agency of Bogor
City has made efforts to overcome these obstacles by implementing measures such as the closure and
threat of dismantling advertisements as effective actions in tax collection, being proactive in
contacting taxpayers, and coordinating with other regional apparatus officers as a step to address the
encountered challenges.
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ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sumber pendapatan daerah terdiri
atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang kontribusinya
cukup potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki
kewenangan dalam memungut Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame.
Tujuan dilakukan peninjauan ini adalah untuk meninjau pelaksanaan pemungutan serta
penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor, dan meninjau hambatan dalam proses
penagihan dan pemungutan Pajak Reklame di Kota Bogor. Berdasarkan hasil tinjauan,
pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame. Hambatan yang dihadapi yaitu kesulitan menemui Wajib
Pajak, domisili Wajib Pajak dan pihak ketiga yang tidak berada di Kota Bogor, serta
jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas. Bapenda Kota Bogor telah melakukan
upaya dalam mengatasi hambatan proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di
Kota Bogor dengan melakukan tindakan penutupan serta ancaman tindakan
pembongkaran reklame sebagai tindakan efektif dalam penagihan Pajak Reklame,
bersikap proaktif dalam menghubungi wajib pajak, serta Bapenda Kota Bogor juga
melakukan koordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya sebagai langkah dalam
mengatasi hambatan yang dihadapi.
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PENDAHULUAN

Tujuan suatu negara adalah untuk mengembangkan pembangunan nasional. Untuk
merealisasikan tujuan tersebut diperlukan adanya peranan masyarakat dan pemerintah.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional tidak lepas dari kontribusi pendapatan
sebuah negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan
pembangunan nasional, maka pemerintah memerlukan pendanaan dari dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan
bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan
hibah”. Di Indonesia pajak berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak
memiliki kontribusi tinggi bagi pembangunan nasional sebab pendapatan negara terbesar
diperoleh dari pajak, tanpa pajak maka sebagian besar kegiatan akan sulit untuk
dilakukan. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan kewajiban dari rakyat kepada
negara yang dipungut sesuai undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung,
yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pada tahun 2022 pendapatan
pajak di Indonesia mencapai 78,99% dari pendapatan negara. Berikut realisasi
pendapatan negara Indonesia tahun 2022
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara tahun 2022

Sumber Penerimaan Realisasi Persentase
Penerimaan Perpajakan 192.493.750.000.000.000 78,99%
Penerimaan Bukan Pajak 51.092.960.000.000.000 20,97%
Hibah 101.070.000.000.000 0,04%
Jumlah 243.687.780.000.000.000 100,00%

Sumber: www.bps.go.id

Penerimaan yang berasal dari pajak dalam tabel di atas terlihat menjadi penyumbang
utama pendapatan negara sebesar 78,99% sementara perimaan yang berasal dari bukan
pajak menyumbangkan sebesar 20,97% dan penerimaan dari hibah sebesar 0,04% dari
pendapatan negara. Pajak memang tidak memberikan manfaat secara langsung, namun
pajak memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Selain untuk
membangun perekonomian negara serta pembangunan nasional, pajak memiliki peranan
yang sangat penting bagi sektor pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya.

Di Indonesia, kewenangan atas pemungutan pajak terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak
Daerah. Pajak Pusat merupakan Pajak yang digunakan untuk mendanai rumah tangga
suatu negara. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pemungutan Pajak Pusat dilakukan
oleh pemerintah pusat, terutama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian
Keuangan. Pemerintah menggunakan pajak pusat untuk keperluan belanja negara. KPP
(Kantor Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan) dan Kantor Pusat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melayani semua
administrasi dari pajak pusat. Sementara Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor
Pajak Daerah digunakan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
untuk melayani administrasi pajak daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran daerah.

Pajak yang dipungut oleh pusat, yaitu: Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea
Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PBB Perkebunan, Perhutanan dan
Pertambangan, serta Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Daerah terbagi menjadi
Pajak yang dipungut oleh Provinsi serta Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota.
Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB),Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Rokok. Sementara
Pajak Daerah di Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan,




Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Implementation of
Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Collecting
Sarang Burung Walet. Advertising Tax

Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi, menurut Sunarno dalam Marit (2021)
desentralisasi merupakan penyerahan tanggung jawab dari penyelenggaraan negara
kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi ini harus dilengkapi
dengan otonomi daerah. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat
2 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah
merupakan hak dan otoritas daerah untuk mengatur dan menjalankan rumah tangga serta
pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah berdasarkan
perundang-undangan.

Mardiasmo dalam Marit (2021) menyatakan bahwa otonomi daerah harus mendasari
prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan,
demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Status daerah sebagai
daerah otonom mempunyai dua tujuan dasar yaitu administrasi dan politik. Secara
administratif, adanya otonomi tersebut dapat mempersempit rentang pelayanan kepada
masyarakat, sedangkan secara politik meningkatkan keterlibatan dan partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan.

Adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya sejalan dengan adanya
Desentralisasi Fiskal, yaitu memberikan Pemerintah Daerah kewenangan untuk
memungut pajak dan mengelola perekonomian daerah. Daerah harus mampu membiayai
biaya pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pendelegasian tugas yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam otonomi harus diiringi dengan pelimpahan keuangan.
Salah satu tujuan adanya otonomi daerah adalah memperkuat kemandirian daerah.
Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, serta
mengelola sumber pendapatan yang ada di daerahnya.

Setiap daerah wajib melakukan pemungutan atas pajak untuk meningkatkan sumber
pendapatan bagi pembangunan daerah. Dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli
Daerah), daerah berwenang untuk memperoleh dana sesuai dengan potensi daerah
masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Sumber pendapatan
daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah”. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipengaruhi oleh kemampuan dari
pengelolaan administrasi suatu daerah, karena salah satu sektor yang menyumbangkan
kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Sebagaimana
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Satu dari beberapa pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah pajak
reklame. Reklame merupakan suatu media atau benda yang menurut bentuk dan sifatnya
mempunyai tujuan profitabel dan digunakan untuk memberikan informasi tentang
barang, jasa maupun orang, ataupun untuk menarik perhatian masyarakat. Pajak
Reklame merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pengiklan untuk penyelenggaraan
reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang cukup potensial bagi Kota Bogor karena
mobilitas pengunjung Kota Bogor yang tinggi sehingga pemasangan iklan berupa reklame
bertebaran di jalan utama Kota Bogor.

Bagi daerah yang berhasil membangun dan mengembangkan daerahnya, pajak
reklame merupakan sumber PAD yang cukup potensial. Berikut kontribusi pajak reklame
terhadap PAD di Kota Bogor selama tahun 2018-2022
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Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD 2018-2022

Tahun Pendapatan Asli Realisasi Pajak Kontribusi
Daerah Reklame

2018 912.197.971.288 10.926.253.439 1,20%

2019 1.012.529.573.960 11.708.055.331 1,16%

2020 872.017.242.152 8.859.838.240 1,02%

2021 10.540.761.568 0,98%

2022 1.147.619.218.758 11.924.969.851 1,04%

Sumber: Bapenda Kota Bogor

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kota Bogor sesuai dengan tabel di atas
pada tahun 2018 sebesar 1,20%. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Reklame terhadap
PAD menurun 0,04%. Di tahun 2020 kontribusi Pajak Reklame semakin menurun
dengan penurunan sebesar 0,14% hal ini diakibatkan adanya Pandemi Covid-19. Pada
tahun 2021 kontribusi Pajak reklame terhadap PAD sebesar 0,98% dan di tahun 2022
Kontribusi Pajak Reklame naik menjadi 1,04%.

Penetapan objek pajak reklame didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 4 tahun 2011 mengenai pajak reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4
tahun 2011 dijelaskan “Dasar pengenaan pajak adalah NSR”, NSR merupakan Nilai

Sewa Reklame, dalam penghitungannya harus

memperhatikan faktor-faktor sebagai

berikut: jenis, lokasi, sudut pandang posisi, jalur jalan, bahan yang digunakan, ketinggian,
ukuran media reklame, jumlah, serta jangka waktu penyelenggaraan. Ada tiga jenis
sistem pemungutan pajak, di Indonesia sendiri pemungutan pajaknya menganut Self
Assessment System, Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana
Wajib Pajak dapat menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar. Tata cara
pemungutan pajak reklame di Kota Bogor adalah Wajib Pajak bertanggung jawab untuk
membayar pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
pembayaran pajak reklame dapat dilakukan oleh Wajib Pajak di Kas Umum Daerah atau
tempat yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila terdapat Wajib Pajak yang belum
melakukan pembayaran Pajak Reklame maka untuk tindakan awal penagihan Pajak
reklame pemerintah akan mengeluarkan surat teguran dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pengelolaan pendapatan pajak di Kota Bogor dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda). Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok Bapenda Kota Bogor
adalah melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah. Bapenda Kota
Bogor memiliki hak untuk memungut Pajak Daerah, salah satunya adalah Pajak
Reklame. Pemungutan dan penagihan pajak reklame tentunya harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak seperti pemasangan
reklame yang tanpa izin serta pemasangan reklame yang sudah melebihi batas waktu
yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat memperkecil

kemungkinan

terjadinya

pelanggaran

tersebut  dengan

cara meningkatkan

pengawasannya terhadap keberlangsungan proses pemungutan serta penagihan pajak

reklame.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame

di Kota Bogor

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (bulan). Untuk memperoleh data serta
informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, pelaksanaan penelitian



dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang bertempat di Jalan Pemuda
No. 31, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan melalui cara observasi dan wawancara
terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame
merupakan suatu benda, alat, atau media yang menurut bentuk dan sifatnya mempunyai
tujuan komersial. Pajak Reklame termasuk ke dalam Pajak Daerah yang dipungut oleh
Kabupaten/Kota. Dalam Pelaksanaannya, proses pemungutan pajak reklame
menggunakan sistem official assessment. Sistem official assessment merupakan sistem
pemungutan pajak yang wewenang penghitungan besaran pajaknya dilakukan oleh
aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Petugas Badan Pendapatan Daerah akan
menghitung terlebih dahulu besar pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak. Dalam
Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wajib pajak untuk
membayar pajak reklame yang terutang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen Ilain yang
dipersamakan. Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan maka surat
tersebut akan diserahkan ke Wajib Pajak. Besarnya tarif pajak reklame telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011, yaitu sebesar 25%. Prosedur dari
proses pemungutan reklame di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Flowchart Proses Pemungutan Pajak Reklame
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Sumber :

Dari flowchart di atas, dapat dijelaskan bahwa proses pemungutan pajak reklame
adalah sebagai berikut:
1. Mengakses website perizinan.kotabogor.go.id
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Sebelum melakukan pemasangan reklame, Wajib Pajak harus memiliki IPR (Izin
Penyelenggaraan Reklame) yang dikeluarkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Wajib Pajak dapat melakukan mengajukan
permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara online melalui website
perizinan.kotabogor.go.id. berikut adalah tampilan website perizinan.kotabogor.go.id.

perizinan kotabogor goid,
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Jenis & Syarat Info Perizinan

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu g
Kota Bogor

Kunjungan Bantuan

Sumber : website perizinan.kotabogor.go.id
Gambar Tampilan Website DPMPTSP
2. Menginput data permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
Setelah mengakses website perizinan.kotabogor.go.id Wajib Pajak dapat mengklik
Perizinan Online kemudian Wajib Pajak melakukan Jogin terlebih dahulu jika sudah
mendaftar. Berikut tampilan Jogin pada website.

inan kotabogor goic

&« C E periz

Sumber : website perizinan.kotabogor.go.id
Gambar Tampilan login akun
Setelah Jogin Wajib Pajak dapat melakukan pengisian data untuk pengajuan
permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). Berikut tampilan pengisian data
permohonan IPR.
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Sumber : website perizinan.kotabogor.go.id
Gambar Tampilan permohonan izin
3. Mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Reklame dan ID Reklame
Setelah proses pengajuan permohonan selesai, petugas DPMPTSP akan memproses
data pemohon jika data yang diajukan sudah sesuai maka DPMPTSP akan mengeluarkan
IPR dan ID Reklame.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ji Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321073 ext 240 DOGOR - 16121
Emmail : perizinasdkotsbogor.go.id website : http://|

XEFUTUSAN KEPALA DINAS PEXANAMAN MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR
Nomor : 303017 1-IPR TAMUN 2023
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raturan Dmerah Xota Hogor Nomor 7 Tabwm 2006 snbsy Sembentukan den
SowananPerangkst Duerah Kota Boger |Lembaran Deersds Kota Hoger Tahun 2016 Nozuor
7 Seri D

“

Syraturan Daersh Kots Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Permpelenggarass Jocklame
(Lemmbaran Dasrak Kota Mogoe Tahun 2015 Noesor 2 Sert B

3 fwraturan Wali Kota Nogor Nomor 130 Tahun 2030 bmtacy Peubsban Kedus stas
Teraturan Wall Kota Bogar Nemer 72 Tahun 2018 sentang Penyviesggarmn Sstem
Ehekironf daam Jertetman dan Noo fvrtesmn & Lngkungsn Demas Penasscn Modal
Dan Pelaymman Terpada Solu Pt Kota Bogor (erta Dasrad Xota Bogor Tahun 2020
Neenor 121 Sert X1

feratune Wil Ko Mogor Nemur 100 Tabun N21 tmterg Pendebegastan  Kewersigse
Peroi D Non Nerigran Kepads Kepads Duws Permnaman Modal Dan Peyaran Terpadi
vt Pintu Kot Bogor (Bertta Ducrab Xota Bogor T 2021 Nomee 304

5. Peraturan Wall Kota Hogor Nomor 19 Tahun 2022 tertasy Penubedzn Atas Peratsran Wak
ot Bogos Nosmar 403 Tk 2019 tantasyt Pesaturan Pebiboamsan Peratann Daessh Kot
Neenor 1 Tabwn 2015 tenbseyg Tvryclenugaran Rekdane (et Daerd: Kta Bogor Tabun 2022
Neenor 19

6 Xepatusan Wall Kota Beogor No. 503/ Kep 202-DIMITTSP 2022 tentase Tats Cern Peratnas
daen Non Perizinun Melnhe Stetem SMANT pads Dinas Pesssman Modsd das Pelayanan
Terpadu Sata Pats Kota Moger;

MEMUTUSKAX :
Mizatapkan
KEosATy Rty P Meklame (19 pads
Nama TAY HENDRA
Alamat JLMERDERA NOL19 5T 004 1W 003, Kel. Mebom Kalapa
Kom Magor, Prov. Jaws Barst
NPWID ¥ 2 D001 05 000
Sebanyak 1 [Seu) unit selama: 1 (St Tabnm
Terketumg rodd tangpl 23 Pebirssart 2023 w/d 20 Fetwuars 2024
Dengam srstan sehagl bertkut
No | Naskah Nekbute Jenits Mekbame Ukuran Lokast Ivrmasangan
i TOKO MAS Mezwmpel Berstnas 1.00m x 0.50m x Jl. MERDIXA NO
MU UTAMA P 0.00m x 2mk x lunk | 19 KI.08/HW.03
M. et Kelsgpas
Yer. Bogor Tengs
1A
KEDUA lemm rkdame (W10 24 d dalum Décsam KISATU ditsrtkan

dergan syarat dun keteniusn setagd bertkot

Sumber :
Gambear Izin Penyelenggaraan Reklame
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4. Menerima ID Reklame

Setelah IPR dan ID Reklame dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka ID Reklame atas Izin
Penyelenggaraan Reklame akan dikirim secara elektronik kepada verifikator Pajak Badan
Pendapatan Daerah Kota Bogor melalui email. Berikut merupakan tampilan penerimaan
ID Reklame yang dikirim oleh DPMPTSP kepada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bogor.

DPMPTSP Kota Bogor <layanan.perizinanihotabogor.go id @& Wed Feb 15, 9% AM (1day ago b d “

DPMPTSP KOTA BOGOR

JI. Kapten Muslihat No. 21 Kota Boger Telp (0251) 8356167 =

PENETAPAN SK REKLAME

Nams Pemohon : TAY HENDRA
No SK 503-0171-1PR TAHUN 2023

1D Titik Reklam 23-38827
Naskah Reklame : TOKO MAS MURNI UTAMA

4 Dokumen Surat Pemyataan Terlampir

One attachment + Scanned by Gmail () &

Sumber :
Gambar Pengiriman ID Reklame secara elektronik

5. Input data pada SIP-DEH

Input data pada SIP-DEH (Sistem Pajak Daerah) dilakukan oleh verifikator pajak
Bapenda Kota Bogor. Input data ini dilakukan setelah verifikator pajak menerima ID
Reklame atas Izin Penyelenggaraan Reklame dari permohonan Wajib Pajak.
Penginputan data reklame oleh verifikator pajak pada SIP-DEH melalui website e-
sptpd.kotabogor.go.id berdasarkan ID Reklame yang sudah diterima. Dengan proses
penginputan data, pajak reklame terutang akan muncul secara otomatis di Sistem SIP-
DEH ketika verifikator pajak melakukan penginputan jenis pajak, ukuran reklame, jenis
NSR, Jalan, kelas jalan, Lokasi pemasangan, sudut pandang, dan Masa Pajak. Berikut
merupakan tampilan input data pada SIP-DEH.



ID Permochonsn | 22-38827

Bastsl / Kembs#i

NOPD P20001828050060401 Status

Wajib Pajsk P.2,0001828.05.000 TAY HENDRA | TOKO MAS MURNI UTAMA

Pemiik/Alamat TAY HENDRA JL. MERDEKA NO.1¢ KEBON KELAPA
Jenis Usahs REKLAME (1 | REKLAME v
No. Konirsk

Nilsi Kontrsk o

Silshkan sesusikan dengsn Jenis Reklame: "Menempel Bersinar”, Ukuran: 0.5 m2

Jenis Pajsk BB/PN/MENEMPEL BERSINAR PD BGNAN < 2 M2

Ukuran Pj 1,000 | Lb: 0,500 |Tg: 0,000 | Mk: 2,000 | Jmi
Jenis NSR MPBLR <1 v Nilai NSR 37.500
Jalan JI. Merdeka v Klas Jalan Utama
Lokasi Passng MPBLR v Sudut Pandang 1 Arsh

Mass Pajsk 21-02-2023 s/d | 20-02-2024 Jatuh Tempo 20-03-2022

Nasksh Reklame TOKO MAS MURNI UTAMA
Toko/Plat KB.
Tarif 0.250 Calculsted

Tarif Lainnys Tidsk ads v

Sumber :

Pajak Terhutang

Gambar Input data pada SIP-DEH

Perpanjangan

BJB VA/QRIS

Penagihan ~

No. Permohonsan | 220214.1PR.00527

6. Proses Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan atas data ketetapan

pajak reklame pada SIP-DEH

Melalui sistem yang sudah terintegrasi di Bapenda, dari petugas verifikator pajak yang
sudah menginputkan data pada SIP-DEH nanti akan terintegrasi dengan SIP-DEH ID
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan kemudian Kepala Sub Bidang Verifikasi dan
Penetapan akan melakukan approval atas data ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH.
Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan seperti yang terlihat dalam

PAD Pelayanan

Pendaftarsn Penerimsan Penagihan -

PENETAPAN - SK

= | 18022022 BELUMPROSES v || SEMUAPAJAK v @ | 16022022
SKPD Tanggal SPTFD Masa KASIE
s s NOPD s Walfb Pajak s JenlePajak & P Dasar % Pajsk &

2023 16022023 2023~ P2.0001835.05.009.0601  TAY HENORA/ TOKO SBPNMENEMPEL  Peb 2023 82813 165.626
20557 004083 MAS MURNI UTAMA BERSINAR 2D
SGNAN <2 M2

Mensmpilkan 1 sampsi 1 dari 1 entri (Gissring dsn 74,807 entri keseluruhan)

Sumber :
Gambar Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
7. Mencetak nota perhitungan

BJB VA/QRIS Referensi -

Cari

Status
KABID KABAN Pembayarsn

Verifikator Pajak Bapenda Kota Bogor mencetak nota perhitungan setelah proses
approval telah dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan atas data

ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH.

8. Proses approval oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data atas data

ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH

Implementation of
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Implementation of Dengan sistem yang terintegrasi pada SIP-DEH, setelah verifikator pajak mencetak
(0t nota perhitungan maka akan otomatis muncul di ID Kepala Bidang Penetapan dan
Tax Pengolahan Data untuk dilakukan proses approval terkait reklame yang diajukan
permohonannya. Persetujuan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
seperti yang terlihat dalam gambar berikut.

PAD Pelayanan ~ . Pendataan - e Penagihan - BJB VA/IQRIS ~ Referensi ~

PENETAPAN - 5K
& | 1602202 BELUMPROSES v || SEMUAPAJAK v @ 16022022 Ceni

Status

SKPD Tanggal SPTPD Masa KASIE KABID KABAN Psmbayaran
¢ s s NOPD ¢ Wajib Pajak s JeniaPajak & s Dasar 4 Pask 4 ¢ s s ¢
2023 16022023 2023- P20001538.05.0090401  TAYHENDRA/TOKO SSPNMENEMPEL  Peb 2023 52813 165626
aoss7 004083 MAS MURNI UTAMA SERSINAR PD q
SGNAN <2 M2

Menampilkan 1 sampsi 1 dari 1 entri (disaring dari 74,807 entri keseluruhan)

Sumber :
Gambar Approval oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
9. Menerbitkan SKPD pada SIP-DEH
Verifikator pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada SIP-
DEH, jika Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data telah menyetujui reklame
yang diajukan pada SIP-DEH. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilihat pada
gambar berikut.

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
2. Pemuda No. 31, Tanah Sareal. Kota Bogor
Tip : (0251) 8322871, Fax - (0251) B337460, Hp - 08111002021
HiIpsURyanan-bapenda Kabogor God

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

TAHUN 2023
Nama TAY HENDRA / TOKO MAS MUSNI UTAMA/ TAY HENDRA
Alamat JL MERDEKA NO.19 KEBON KELAPA
NPWPD £.20001832.05009 ©Redame : 2338327
Jatut Temgo 23-03-2023 No. Kohir 57
No/TgISKIPR 503-0171-IPR TAHUN 2023 Tgl 15022023 No.Bayar : 2023804083
URAIAN JUMLAH (Rp.)
41104  REKLAME | SS/PNMENEMPEL BERSINAR PD BONAN < 2 M2 165 626
Naskah - TOKO MAS MURNI UTAMA

Katerangan

Smahm‘gm Pevm:?ar
Masa Pagak: 21.02-2003 s\d 20-02.2004

Panjang: ten Lebar: 0,5m Ketinggian: Om
Lokasi Pasang @ JL Merdesa

3k - Utama Shax 38

Lokasi Reddame - MPELR Shot - 07

Sudut Pandang © 1 Acah pees 02

Shor 45

NJOF: 0,5m2 x Rp. 325000 = 162.500

Ketinggian: 0m x Rp. 100.000 = [

NER: Rp 37500 x4,5 = 168.750

==

25% x Rp. 331.250 = 82812

82812

2Muka x 1 Unk X 1 Tahun xRp 82312 = 166,626
JUMLAH KESELURUHAN 165.626

Dengan Hunt SERATUS ENAMPLLUH LIMA RIEU ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RUFIAM

PERHATIAN:
1. Harap penyesoran cilabuban mekali Bank BUB dengan menggunakan Nomor Bayar dan atau
mengguaakan SKFD

2 Apabla SKPD ini ticak dbayar setelah Rtun RMpo peMBbayaran dhanakan sanks asminsyas! scbesar 2%
ua parsen ) sebuan
3 SKPDn bukan menpakan Bukt Bayar

Dietuanan &
”, N | Pada Tanggat 16-02-2023
@ Ditanatangani secam ekkronik deh

KEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH

~ ‘ (RDENI HENDANA, M.S1
~ -

Catatan.
UL T Va1 Yoot 2008 Pk & At 1
TS AL D O S0 G S T A OB T SN 8 O LSRN Ml Curd N i A s Balai
- Doamen - ragaama v “e »’d{ Sertifikasi
B L ey e—— b Elektranik

Sumber :
Gambar Surat Ketetapan Pajak Daerah




10. Tandatangan oleh Kepala Badan Implementation of

Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan oleh verifikator pajak, Collecting
selanjutnya SKPD akan ditandatangani secara digital oleh Kepala Badan pada SIP-DEH. Advertising Tax
Berikut ini terlampir proses tandatangan oleh Kepala Badan disampaikan melalui gambar
berikut.

PAD

Pelayanan -~ Pendaftaran ~ Pendatsan ~ Penetapan Penesrimaan - Penagihan ~ BJB VA/QRIS ~ Referensi ~ Notifikasi 5961

PENETAPAN - SK

= | 1602202 BELUMPROSES v || SEMUAPAJAK v |[m ] 16-02-2022 Ceri
Status
SKPD Tanggal SPTPD Masa KASIE KABID KABAN Pembayaran
¢ 3 3 NOPD s Walib Pajak s JenisPajak 4 2 Dasar 2 Pajsk 4 P s s s
2023 16-02-2023 2023 P.2.0001535.05.009.04.01 TAY HENDRA/ TOKO S5/F! MPEL Peb 2023 82513 165.626
Q0ss7 004083 MAS MURNI UTAMA BER! D
SGNAN <2 M2

Menampilkan 1 sampsi 1 dari 1 entri (dissring dari 74,807 entri keseluruhan)

Sumber :
Gambar Tanda Tangan Digital oleh Kepada Badan

11. Mengirim Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Nomor Bayar

Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah ditandatangani oleh Kepala Badan, SKPD
dikirimkan kepada Wajib Pajak beserta Nomor Bayar untuk proses pembayaran pajak
reklame. SKPD dan Nomor Bayar dikirim oleh verifikator pajak Bapenda melalui email
kepada Wajib Pajak. Tujuan dari pengiriman email SKPD dan Nomor Bayar adalah
untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai nominal Pajak reklame
terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui Bank BJB. Contoh dari proses
pengiriman SKPD dan Nomor Bayar terlihat pada gambar berikut.

Bapenda Kota Bogor <pail bogor @gma & 149 PM (1 stes ag b+ d “

®
B tayhendratsh »
‘YA Indonesian w )  Engish w  Trans

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan informasi ketetapan pajak reklame yang harus dibayar
atas Nomor Permohonan IPR 230214.1PR.00527, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemohon : TAY HENDRA / TOKO MAS MURNI UTAMA
NPWPD : P.2.0001838.05.009
Ketetapan Pajak : Rp. 165.626

Nomior Bayar: 2023-004093

Atas perhatian yang diberikan Kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Bapenda Kota Bogor

* Keterlambatan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

I: bapenda@kotabogor.go.id
apenda.kotabogor.go.id/

Sumber :
Gambar Pengiriman SKPD dan Nomor Bayar




Implementation of 12. Pembayaran SKPD terutang
Collecting Advertising Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan nomor bayar yang telah
Tax dikirimkan verifikator pajak melalui email. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran
pajak reklame yang harus dibayar melalui Bank BJB dengan cara:

a. Datang langsung ke kantor cabang Bank BJB

b. Menggunakan Mobile Banking
13. Mengunduh dan mencetak peneng

Setelah selesai membayar pajak reklame yang terutang, Wajib Pajak dapat

mengunduh dan mencetak peneng pada website perizinan.kotabogor.go.id sebagai tanda
pelunasan pajak, kemudian peneng tersebut ditempelkan pada objek pajaknya. Peneng
diberikan agar orang dapat melihat bahwa reklame yang dipasang telah dibayarkan
pajaknya, karena jika hanya melalui sistem komputer hanya petugas Bapenda Kota Bogor
yang dapat mengetahui reklame yang sudah lunas pajaknya. Isi peneng tersebut meliputi
nama pemilik, nomor SKPD, nomor SK IPR, tanggal SK, Periode berlakunya
pemasangan reklame, serta nomor urut. Contoh Peneng atau tanda pelunasan pajak
terlihat pada gambar berikut.

( PEMERINTAH KOTA BOGOR \

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TELAH DIBAYAR PAJAK IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
KOTA BOGO R PERDA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

NAMA PEMILIK : IRVAN SUTEJO, SE yang
bertindak untuk dan atas
nama CV. Sharinc Mitra Sejati

NOMOR SKPD i 2022-05523

NOMOR SK IPR : 503-1601-IPR TAHUN 2022
TANGGAL SK : 13 DESEMBER 2022
PERIODE : 12 Desember 2022 s/d 11

Desember 2023
NO. URUT LI |
EREER R

Sumber :

Gambar Peneng Pajak Reklame

Proses Penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor

Proses penagihan pajak reklame dilakukan ketika Wajib Pajak reklame telah
menerima SKPD yang sebelumnya dikirim oleh verifikator pajak Bapenda kepada Wajib
Pajak melalui email berupa jumlah Pajak terutang. Namun, Wajib Pajak tersebut belum
melakukan pembayaran pajak reklame terutang sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011, jatuh tempo pembayaran
pajak terutang reklame adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD. Proses
penagihan pajak reklame ini dilakukan oleh Bapenda dengan menerbitkan Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD) yang dilakukan jika pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
dan/atau Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.
1. Prosedur Proses Penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor

Proses penagihan pajak reklame akan dilakukan jika terdapat utang pajak yang belum
dibayar. Prosedur proses penagihan pajak reklame di Kota Bogor adalah sebagai berikut.




Flowchart Proses Penagihan Pajak Reklame

Pembayaran
sebelum jatuh
tempo

penagihan

( selesai )¢ lunas

T

Surat teguran

Y
lunas Bayar?

T

Penertiban
reklame

Sumber :

a. Timbul Utang Pajak
Petugas Bapenda akan melakukan pengecekan data melalui sistem jika ada Wajib

Pajak yang belum melakukan pembayaran. Proses penagihan pajak reklame dilakukan
jika terdapat utang pajak. Utang pajak akan timbul sejak diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), jika dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak
tanggal diterbitkan SKPD utang pajak tersebut tidak dilunasi maka wajib pajak akan
dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari pajak terutangnya. Namun, jika utang
pajak dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan SKPD maka wajib
pajak tidak dikenakan sanksi administratif. Untuk Pajak Reklame yang belum
dibayarkan setelah melewati tanggal jatuh tempo sudah terekam dalam menu
Penagihan pada SIP-DEH.

55 SIPDEH Fa% o
Y KoaBogor 5, %

PAD  Pelayanan Pendafiaran Pendataan Penetapan | S—— Pensghan ~  BJBVAICRIS Referensi

LAPORAN PENAGIHAN

\WF Sudsh Bayar (Semus) Tanggsl Cetsk 15052022
WP Sudsh Bayar Per Kecamatan Pariade 15060003 |s.d| 15062003
WP Sudsh Baysr Per Kelurahsn

Ussha REKLAME b
WP Sudsh Bayar Per Objek/ Kecamatsn

WP Sudsh Bayar Per Objek/ Kelurahan Hecamatan [Luar koTa v)
VWP Jatuh Tempa (Selum Bayar) Kelurahan LUAR KOTA ~

WP Jatuh Tempo (Sudsh Bayar)

— Export Eoe

[l 5ot Teguran Psjak Dacrsh

Rekapitulzsi ETRD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2023
Gambar Menu Penagihan dalam SIP-DEH

b. Surat teguran
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Sebagai langkah awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak maka pemerintah
akan mengeluarkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dalam
waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pajak. Wajib Pajak harus membayar
pajak yang terutang dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat
peringatan diterbitkan.

c. Penertiban Reklame
Jika Pajak terutang tidak kunjung dibayarkan maka akan dilakukan penertiban
Reklame. Penertiban yang dilakukan berupa dapat penutupan reklame ataupun
pembongkaran reklame yang dilakukan oleh bagian penertiban pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Bogor ataupun dengan melakukan operasi gabungan
bersama dinas lain. Adapun untuk jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk
paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa Wajib
Pajak dapat mengajukan upaya hukum atas SKPD, SKPDLB, Pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Upaya hukum biasanya diajukan karena tidak sependapat dengan jumlah
pajak terutang yang ditetapkan dengan surat ketetapan tersebut. Bapak Ferry Mauluddin
menjelaskan hingga saat ini belum ada Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan atau
Banding.
Hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor

Dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame tentu saja terdapat
hambatan. Di Kota Bogor terdapat beberapa rintangan dalam proses pemungutan dan
penagihan pajak reklame. Rintangan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kesulitan menemui wajib pajak

Petugas Bapenda menemui hambatan untuk menemui Wajib Pajak ketika terjadi suatu
permasalahan yaitu Wajib Pajak tidak melakukan proses pembayaran ataupun yang tidak
memiliki izin reklame. Petugas mengalami kesulitan untuk menemui Wajib Pajak karena
tidak sedikit objek pajak reklame yang di pasang di toko-toko, sementara subjek pajaknya
melalui pihak ketiga/vendor reklame. Petugas Bapenda jadi tidak bisa langsung
mengetahui siapa wajib pajaknya ketika terdapat reklame yang dipasang. Jadi, proses
pemungutan dan penagihan pajak reklame menjadi terhambat dikarenakan sulitnya
menemui Wajib Pajak.
2. Domisili Wajib Pajak dan pihak ketiga/vendor yang tidak berada di Kota Bogor

Hambatan kedua yang dirasakan oleh petugas Bapenda yaitu dalam proses
penyampaian informasi mengenai reklame yang sudah dipasang. Dimana Wajib Pajak
ataupun pihak ketiga tersebut jangkauannya tidak berada di Kota Bogor. Sehingga
kesulitan dalam menghubungi wajib pajak untuk menyampaikan informasi maupun
memungut pajak reklame.
3. Jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas

Hambatan yang ketiga adalah terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame. Dengan
terbatasnya jumlah personil sementara jumlah reklame yang terpasang sangat banyak
membuat proses penagihan pajak reklame menjadi belum maksimal. Jika terdapat objek
reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dilakukan penertiban
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame.
Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam proses pemungutan dan
penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor

Setiap hambatan tentu dapat diatasi, namun tergantung pada bagaimana cara
menyikapinya. Meskipun Bapenda Kota Bogor memiliki hambatan dalam proses
pemungutan dan penagihan pajak reklame, Bapenda Kota Bogor tetap berupaya untuk
mengatasi hambatan yang ada dengan cara berikut:
1. Melakukan tindakan penutupan reklame dan ancaman tindakan pembongkaran

reklame



Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya dalam penagihan pajak reklame dengan Implementation of
cara melakukan tindakan penutupan reklame serta ancaman tindakan pembongkaran Collecting
reklame. Upaya tersebut merupakan tindakan yang efektif dalam penagihan pajak Advertising Tax
reklame yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran. Bapenda juga melakukan
Publikasi mengenai penindakan penutupan dan pembongkaran reklame sebagai salah
satu upaya dalam proses penagihan pajak reklame yang memiliki efek jera kepada wajib
pajak serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memiliki izin reklame serta
membayar pajak reklame. Tindakan penutupan reklame dapat dilihat pada Gambar
berikut.

/ NIZI§38 MvaiL
JNY I

S
7]
-]
m
=
S
>
=
S
=
=
=1
3

WCYd AVAYENIN WvalL <

Gambar Tindakan Penutupan Reklame
Sumber :

2. Bersikap Proaktif dalam menghubungi Wajib Pajak

Dalam mengatasi hambatan yang kedua, yaitu domisili wajib pajak ataupun pihak
ketiga yang tidak berada di Kota Bogor, petugas akan melakukan upaya yang lebih
proaktif dalam penyampaian informasi dengan menghubungi Wajib Pajak melalui email
ataupun whatsapp.
3. Berkoordinasi dengan Petugas Perangkat Daerah Lainnya

Untuk mengatasi hambatan yang ketiga yaitu, terbatasnya jumlah personil tim pajak
reklame yang terbatas, Bapenda Kota Bogor aktif berkoordinasi dengan petugas
perangkat daerah lainnya seperti dengan Dinas Perijinan untuk mendapatkan informasi
mengenai pihak ketiga atau vendor reklame yang ada di Kota Bogor sehingga informasi
himbauan maupun teguran pajak reklame dapat tersampaikan kepada pihak ketiga atau
vendor reklame. Serta koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan
operasi gabungan untuk penertiban reklame yang tidak berizin, belum membayar pajak
reklame atau melanggar peraturan.
Potensi Pajak Reklame di Kota Bogor

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor dalam menghadapi
hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor. Upaya
tersebut dapat dikatakan berhasil karena dapat dilihat dari tercapainya target penerimaan
pajak reklame dalam lima tahun terakhir. Target dan realisasi Pajak Reklame di Kota
Bogor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bogor

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
2018 10.500.000.000 10.926.253.439
2019 11.000.000.000 11.708.055.331
2020 6.349.066.936 8.859.838.240
2021 10.200.000.000 10.540.761.568
2022 11.500.000.000 11.924.969.851
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Penggalian potensi pajak reklame setiap tahunnya selalu melewati target penerimaan.
Di tahun 2018 hingga 2019 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan,
namun target penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penyesuaian karena
berlangsungnya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar
terhadap penerimaan pajak, dengan dapat dilihatnya banyak reklame yang kosong. Oleh
karena itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak reklame
untuk tahun 2022 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2021 dan 2022
target serta realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan. Staff Bapenda
juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menaikkan target secara
signifikan dikarenakan adanya digitalisasi sehingga banyak pemasaran yang dilakukan
melalui media online.

PENUTUP

Proses pemungutan Pajak Reklame di Kota Bogor telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Pemungutan Pajak Reklame
dilakukan menggunakan sistem official assessment dengan penetapan jumlah pajak terutang
oleh petugas. Pajak yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu sumber
PAD (Pendapatan Asli Daerah). Proses penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4
Tahun 2011. Proses penagihan pajak reklame sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sehingga sampai saat ini belum ada Wajib Pajak yang mengajukan upaya
hukum atas keputusan yang ditetapkan Bapenda Kota Bogor seperti keberatan ataupun
banding.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di kota Bogor, masih
terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut di antaranya adalah
kesulitan menemui Wajib Pajak dan pihak ketiga atau vendor reklame, domisili Wajib
Pajak dan Pihak ketiga/vendor reklame yang tidak berada di Kota Bogor, serta
terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame. Bapenda Kota Bogor telah melakukan
upaya dalam mengatasi hambatan proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di
Kota Bogor dengan melakukan tindakan penutupan serta ancaman tindakan
pembongkaran reklame sebagai tindakan efektif dalam penagihan Pajak Reklame,
bersikap proaktif dalam menghubungi wajib pajak, serta Bapenda Kota Bogor juga
melakukan koordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya sebagai langkah dalam
mengatasi hambatan yang dihadapi. Berdasarkan data yang ada, potensi Pajak Reklame
di Kota Bogor sudah hampir tergali seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada tercapainya
target penerimaan pajak reklame di kota bogor setiap tahunnya. Namun, target
penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 telah disesuaikan mengingat kondisi pada
saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penerimaan pajak reklame.
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